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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan museum berkenaan dengan upaya untuk menjadikan museum 

sebagai daya tarik pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan 

Benda Cagar Budaya di Museum. Pengelolaan museum sebagai daya tarik 

pariwisata telah didukung oleh regulasi, dana, jumlah Sumber Daya 

Manusia pengelola museum yang memenuhi. Hanya saja Sumber Daya 

Manusia yang ada kurang professional dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya, dana dukungan dari pemerintah masi terbatas, dan 

kurangnya koordinasi  antar instansi yang terkait . Hal ini ini disebabkan 

oleh beberapa kendala sebagai berikut:  

a. Perbedaan persepsi supply dan demand.  

b. Informasi dan promosi tentang wisata museum di Daerah Istimewa 

Yogyakarta kurang. 

c. Kurangnya sosialisasi pendirian museum. 

d. Struktur organisai museum yang kurang jelas. 
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e. Hampir tujuh puluh persen (70%) museum yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta tidak memiliki AD/ART. 

f. Tidak ada standarisasi/regulasi dari Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta mengenai pegawai/orang yang mampu atau cakap dalam 

mengelola museum. 

g. Level pemikiran intelegensia dari masyarakat Indonesia kebanyakan 

bahwa museum tidak layak untuk dikunjungi. 

h. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh museum, dikarenakan rendahnya 

tiket masuk dan sedikitnya pengunjung yang datang. 

i. Kurang terampilnya Sumber Daya Museum untuk mempromosikan 

museum melalui media internet. 

j. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pemandu museum. 

k. Kurang diperhatikannya kebersihan, kerapian, keindahan, keselarasan 

koleksi, tata letak koleksi, ruang pamer, pencahayaan museum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat peraturan mengenai 

kelembagaan museum dan memadukan visi dan misi antara Dinas 

Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata, sehingga tidak ada perbedaan 

persepsi mengenai museum sebagai daya tarik wisata. 
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2. Untuk mengurangi kendala yang ada, maka pemerintah harus lebih 

memperhatikan sumber pendanaan dan sumber daya yang 

berkualitas/profesional bagi museum-museum, sehingga dengan adanya 

pendanaan yang memedai, pengelola museum mampu mengelola dan 

menambah daya tarik museum dengan lebih gencar melakukan promosi 

dan melakukan inovasi dari sisi penampilan dan penyajiannya. 
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